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dibandingkan substansial, karenanya ucapan Levima kagih
atas dedikasi [bu Lucky Endrawati, 5.H., M.H., dan selamat
bergabung Bapak Armen Yasir, 5.H., M.Hum. Harapan kami,
perubahan tersebut dapat semakin meningkatkan kualilas,
serta tentunya untuk memenuhi standar pengelolaan jurnal
ilmiah,

FPada akhirnya, kami hadirkan Jurnal Konstitusi Volume
M nomor 2 Tahun 2011 ke hadapan sidang pembaca, semogpa
bermanfaat.

Calam Redalsi.
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HASIL DAN PROSPEK AMANDEMEN UUD 1945

FX. Surmarja

Dosen Bagian HADN FLT UMILA,
hahasizwa Program Dokioval EPE UNILA-LIMENP

Abstract

This shedy aims fo defermine e amandments of the 1945
Conshiufion, during period 1999-2002, ifs implenientation, and
Hs prospects _fr!r e I,ﬁ'.:turfr. Fornd Mt Hhe amendments of the
1945 Conshilufion has brougltl lo a new Stale constitudional .
Developrment of the pidiciary to He Supreme Cowrl, Constifulional
Courrd and the judicial Commmission, clumpes in the system of
representafion i Hhe DPR, DPD and MPR; impeachment procedure
of the President andior Viee President. But there are shll issues
Jucing, namely, the potwer of the constitutional guestion before the
Cowrt mmd the constitutional complainl; imilations of DPD in the
legistative funcion, the intervention of Parlimment in the placemen!
af the amibassadors, and to Rl cerlain posiHons,

Keywords: Prospect to Amend the Conshitution of 1945, After
the Antendent.

L. PEMNDAHLULUAN

FPada masa Orde Baru, hukum kita dalam arti undang-
undang bersifat elitis, bersumber dari lembaga cksekutf yang
secara politik dipaksakan agar menjadi hukum. FPada waktu
itu, peran DPR maupun Parpol hampir tidak ada di dalam

Tonel Keasdmyl, Wal i, da. 2 Sowsiber JEE2 g



proses pembuatan hukum, sehingga sering kali hukum atau
undang-undang menjadi alat untuk membenarkan kebijakan
yang sebenarnya salah atau Hidak baik. Hal yvang tidak dapat
disembunyikan pada masa lalu adalah bahwa pengadilan
kita berwatak koruptif sehingga pada saat itu populer istilah
“mafia peradilan”. Sebenarnya, istilah “mafia peradilan® tidak
tepat di dalam dunia hukum. Istilah yang lebih tepat adalah
korupsi peradilan (judicial corruption).! Malia peradilan itu
ditandai oleh banyaknya korupsi dan ketidakjujuran di dalam
penegakan hukum, Produk hukum dalam arti undang-undang,
harus diterima sebagai kebenaran yvang final sehingga tidak
ada satu lembaga pun yang bisa melakukan pengujian, apalagi
untuk membatalkannya. Pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden hanya didasarkan perbmbangan poitik. Juga
banyak terjadi pelangearan terhadap hak-hak politik rakyat
karena negara banyak melakukan kekerasan politik,

Perubahan positif dalam ketatanegaraan Indonesia
dimulai sejak bergulirnya gerakan reformasi yang kemudian
diikuti denpan amandemen atas UUD 1945, Tindakan ikulan
berupa perubahan konstitusi tersebut menjadi langkah
yvang sangat penting karena UUD 1945 dianggap sebagai
sumber ketidakberesan tanan negara. UUD 1945 sebelum
amandemen mengandung berbagai kelemahan rumusan
yvang dalam fataran tertentu menjadi pemicu tindakan
aparal pemerintah vanp merupikan rakyal. Dalam hal ini
hususnyva lindakn Presiden sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan

Berawal dari semangat zaman untuk melakukan
perbaikan sistem kelatanegaraan itulal, pada rentang tahun
1994 hingea 2002 dilakukan amandemen sebanyak empat kalt
atas LD 1943, Pernbahan signifikan atas konstitusi lersebul
hingga kini dapat dirasakan hingga merubah konstalasi dan

1 Bkl Maliod B, Ferdabalan FHedam Tuie Segarg Peice Amppdeges Konsinieg,
{fakarte: FT Roaga Gonfindoe Persada, 20000, him 112

1o Jomal Ropsligl, e 13 Se, 2 Navember X055

kontestas: keludupan berbanpsa dan bernegara diberbiggan
sepi kehidupan, Maka menarik unluk dipotret UUD 1945
pasca amandemen, bagian-bagian mana sajakah vang telah
berubah? Dan apa implikasinya bagi tatanan ketataneparaan
khususnya terkail prinsip cliecks and balances, lembaga MPR,
PP} dan DPR, kekuasan kehakiman, pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan HAR. Unkuk ik,
perlu untuk melibat terlebih dahulu bagian-bagian ULTD 1945
vang telah diamandemen, kemudian dilibal bapaimana hasil
apa implikasi perubahan tersebut, serla prospek amandemen
selanjulnya.

II. PEMBAHASAN

1.1 Bagian-bagian UUD 1%45 vang diamandemen

Amandemen Pertama yang dilakukan pada Sidang Umum
MFE tahun 1994 telah melakukan perubahan kerhadap 9 pasal
vang meliputi Fasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat
{2). Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat {2) dan ayat (3), Pasal 20,
dan Pasal 21. Pasal-pasal yang diperbaiki dalam Amandemen
Pertama lebih memberikan penekanan pada perdebatan vang
muncul pada awal kejatuban rezim Soeharto, Misalnya,
ULD 1945 tidak secara eksplisit memberikan pembatasan
periodesasi masa jabatan Presiden, Pasal 7 UUD 1945 hanya
menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang
jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilib
kembali. Olel karena itu, untuk mempertegas pembalasan
masa jabalan Presiden dilakukan amandemen terhadap Pasal
7 ULD 1943 bahwa Presiden dan Wakil Presiden memepang
masa jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat
dipilih kembali dalam jabatannya yang sama, hanya untuk
satu kali masa jabatan?

2 Dahlan Thail, dkk, Teord den Hicdoon Komstites, Jakarla PT RajaGeafindo
Persada, 2000}, hioy, 147150
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D samping tu, Amandemen Peclama juga mengurang
secara mendasar kecenderungan execniive heay vang terdapat
dalam UL 1945, Pengurangan ttu dilakukan dengan dua
cara. Perlama, melakukan amandemen terhadap pasal-pasal
vang terkait dengan DPR. Misalnya dalam pengangkatan Thata
Besar, Presiden mempunyai keharusan untuk memperhatikan
pertimbangan DPE, alau dalam memberikan Amnesti dan
Abolisi Presiden harus mempechatkan perlimbangan DIPR.
Eedua, mengamandemen pasal-pasal vang terkait dengan
kekuasaan Presiden, Misalnya, berkurangnva dominasi
Presiden dalam membentuk undang-undang, Sementara itu,
dalam Amandemen Kedua dilakukan perubahan sebanyak 7
bal dan 25 pasal dalam UUD 1945, Perubahan itu meliputi:
Pasal 18, Pasal 184, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 avat (5],
Pasal 204, Pasal 224, Pasal 2251, Bab [XA, Pasal 25E, Bab
X, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA,
Pasal 2RA, Pasal 288, Pasal 2RC, Pasal 280, Masal 28E, Pasal
2HF, Pasal 280G, Masal 28H, Pasal 281, Pasal 28], Bab XIT, Pasal
30, Bab XV, Pasal 384, FPasal 3aB, dan Pasal 38,

Sebagai kelanjutan dari perubahan pertama, Amandemen
Kedua melakukan perubahan untuk tiga bal vang amat
mendasar, Perfapm, memberikan landasan vang lebih kokoh
kerhiadap keberadaan dacrah dan pemerintahan daerah. Ini
dapat dilihat dengan melakukan perubahan besar terhadap
Pasal 18 UUD 1945, Kedua, melanjulkan usaha penguatan
terhadap peranan DPR dalam proses penyelenggaraan nejara
Indonesia. Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 204, Pasal 224,
Pasal 220 adalah penguatan yang “luar biasa” lerhadap DPE.
Fetigu, memberikan penambahan yang lebih luas terhadap
kelenluan hak asasi manusia yang dirasakan amat terbatas
dalam ULID 19457

o i,
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Kemudian dilanjutkan dengan Amandemen Ketiga yang
melipuli Pasal 1 ayat (2) dan (3); Pasal 3 ayat (1), (3), dan
(4); Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (3); Pasal 7A; Fasal 7B
avat (1), {2), (3). (4), (5}, {6), dan (7); Fasal 7C; Fasal & ayat
(1} dan (2); Pasal 11 ayat (2) dan (3); Fasal 17 ayat (4); Bab
VILA; Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 220 ayat (1),
(2). (3), dan (d); Bab VIIB; Pasal 2ZE ayat (1}, (2), {3}, (). {3,
dan {6); Fasal 23 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 234; Pasal 23C;
Bab VIIIA, Pasal 23E ayat (1), {2), dan (3); Pasal 23F ayat (1)
dan (2); Fasal 230G ayat (1) dan (2); Pasal 24 ayat (1) dan (2);
FPasal 24A ayat (1), {2), (3), {4), dan (5); Pasal 248 ayat (1), (2),
(3), dan (4); dan Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (3), dan (6).

Perubahan dan penambahan yang dilakukan dalam
Amandemen Ketiga lebih tertuju pada lembaga-lembaga
negara. Misalnya (1) pergantian proscs pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden dari pola pemilihan dengan sistem
perwakilan (di MPE)} menjadi proses pemilihan langsung,
(2) perbaikan terhadap pola pertanggungjawaban Presiden
untuk dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya,
{3) pembaharuan terhadap lembaga legislatif dari sistem
unikameral menjadi sistern bikameral, dan (4) mengakomodasi
kehadiran “lembaga baru” yaitu Mahkamah Konstitusi
(Consfitutional Court).

Terakhir, Amandemen Keempat lebih merupakan
penyelesaian terhadap bagain-bagian yang masih tersisa
dalam amandemen sebelumnya. Perubahan itu meliputi: Pasal
2, Pasal 6A ayat {4), Pasal 8§ ayat (3), Pasal 238, Pasal 24 ayal
{3}, Pasal 31 ayat (1), (2}, {3), dan (4], Pasal 32 avat (1) dan
{2). Pazal 33 ayat (4) dan (5), Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan
{4), Pasal 37 ayat (1), (2}, (3), (4), dan (5). Perubahan terhadap
Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan serta pencabutan
terhadap Penjelasan UUD 1945,

Jurmsal Ksminno, vl 1, va, 2, Wovember 2001 13



1.2, Hasil Amandemen UUD 185 dan Prospeknya

a. Prinsip Checks and Balances

UUD 1945 hasil amandemen sudah memunculkan
kelentuan tentang cliecks and balances' secara lebih
proporsional di dalam sistem ketlalaneparaan Indonesia.
Pengujian peraturan perundang-undangan sesuai 'dengan
penjenjangannya sekarang sudah berjalan dengan baik.
Scbelum UUD 1945 dinmandemen, banyak produk peraturan
perundang-undangan vang berlentangan dengan peraturan
perundang-undangan yvang lebih tinggi, tetapi tidak ada
lembaga pengujian yanp dapat dioperasionalkan, Pada
masa lalu, produk hukum dalam arti undang-undang harus
diterima sebagai kebenaran vang final sehingga tidak ada
satu lembaga pun yang bisa melakukan pengujian, apalagi
untuk membatalkannya. Undang-undang yang dibuat aleh
pemermtah dan DPR (legislatil) Hdak bisa diganggu pugat
meskipun di dalamnya terdapat kesalahan, Gupgatan atas
undang-undang waktu itu hanva bisa dilakukan melalui
satu’ jalur, yaita legistatioe resen Dengan kata lain, sebuah
undang-undang hanya bisa dibatalkan oleh pembuatnya
sendiri, Meskipun sebualhundang-undang sudah jelas-jelas
salah, kalau DPR dan pemerintah sebagai lembaga leaislatif
tidak mau mengubahnya malka undang-undang itu tdak bisa
berubah, Padahal dalam kenyataannva pada saat itu banyak
sekali undang-undang vang bermasalah. Dahulu memang
terdapat ketentuan pengujian peraturan perundang-undangan
di bavwah UL lerhadap peraturan perundang-undangan yang
lebih tingpd (seperti UU Nomaor 14 Tahan 1970, Tap MPR

¢ dph Mahtud MD, OpCif. hime xdili; imly Asshiddigie, buyplikasi
Perntaiian LILID 1845 Terlunlep Pentbmngernems Hukeoor Bisconad, (JTakorta:
REEL 2003), him. 7.

* Moh, Mahfad MDY, KeesBiest den Foukaen daloor Konfrooerss fs,
(Jakarta: I Kajalrafinde Persada, ZO09, hina 155,

Momaor HLMPEAT9PE, dan UL Nomor 14 Tahun 1985,
namun hal int lak pernah dapat dioperasionalkan karena
memang, sengaja dibuat adanya kekacauan orehis agar da
ticlak dapat dilaksanakan.®

"H:jrlk amandemen ULD 1945, sudah banyak LU vang
diuji oleh Mahkamah Konstitusi {(MK) sebagai implementasi
checks and bulances sistem ketata-negaraan. Sekarang legislatif
lak bisa lagi membuat UU dengan sembarangan atau melalui
transaksi politik tertentu sebab produk legislasi sudah dapat
diawasi dan diimbangi oleh lembaga yudisial yakni ME.
Hanva dalam waktu 3,5 tahun sejak berdiri, tepatnya sampai
akhir 206, MK sudah menguji UU terhadap UUT) fak kurang
dari 99 kasus,” sampai akhir 2008 werdapat 166 kasus® dan
sampai dengan Februari 2009 sejumlah 178 kasus”, Selain itu,
Mahkamah Agung (MA) juga sudah berkali-kali memutus
permaohonan judicie] review atas peraturan perundang-
undangan di bawah UU. Semua itu tak pernah dapat terjadi
ketika ULID 1945 belum diamandemen.

Menurut Mahfud MD'" semula, ME dibentuk dengan
dua latar belakang saja. Pertama, karena pada masa lalu
tidak ada suatu lembaga yang bisa membatalkan undang-
undang kecuali legislatif sendiri sehingpa diperlukan satu
lembaga seperti MK vang diberi wewenang untuk menguji
konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD. Kedua,
ME sebenarnva dimaksudkan sebagai forum previlegiatum
atan pengadilan kKhusus ketatanegaraan tatkala presiden
akan diberhentikan dalam masa jabatannya. Ada keinginan

] Uraian lentany kekacaugn teoretts ind dapat dilibal dalam bab 7 lerakhlr

vang membahas jiedicial redez dalom boku Moh, Mabiod W13, Sclitik Hukee d0F

Indoneda, edivd reisl (Jakarta: T RagaGrallndo Peesada, 2008, hlowe 348380,
Yuliondri, dalam Moh, Mahivd MO, Perdehaton 000, hlow xdii

F o Yullandsl, Asns-Asiz Pemibenlubin Peniduran PenordmgeUndongm Yang Boik,

Gngasan Pembenr b Lindang-Lleding Berfclininfen, Jakacks: TgaGnatindo Persada,

2, blio. 242,

¥ Mob, Mahfod MD, Konddifusi... .Op.CiL Jilin, 164,

2 Jhbid, hlm, 161,

14 [uranl Kanmllel, v i) e 2, Mwamber 2935
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agar proses pemberhentian presiden pada masa jabatannya
didabului dengan penilaian hukum, Dengan adanya forom
previlegiatum tersebut presiden tidak cukup hanya dijatubkan
dengan alasan-alasan politik tanpa didasarkan pada alasan-
alasan hukum yang bisa dinilai lebih dulu oleh pengadilan.

Perkembangan selanjutnya ME selain berwenang
melakukan pengujian UU terhadap UUUD dan memberi
penilaian hukum atau menilai dakwaan DPR bahwa
presiden telah melakukan pelangparan tertentu dan dapat
diberhentikan dari jabatannya juga ada wewenang-wewenang
lain yang diberikan kepada MK yaitu menangani sengketa
kewenangan antarlembaga negara yang kewenanpgan-nya
diberikan oleh UUDR, memutuskan pembubaran partai politik,
dan menangani persclisihan hasil pemilihan umuem. [tulah
kewenangan MK vang asli, sesuai dengan ketentuan Fasal
7 dan Pasal 24C UUD 1945 hasil amandemen.!

Sejak 2008 dengan keluarnya UU Mo. 12 Tahun
2008 tentang Perubahan UL Mo, 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah kewenangan ME ditambah lapgi, yaitu
memutus perselisihan hasil pemilihan uvmum kepala daerah
(Pemilukada). Berdasarkan UL Mo, 32 Tahun 2004 sebelum
diubah, sebenarnya kewcenangan mengadili perselisihan
pemiliban kepala daerah ada ditangan MA, Akan tetapi,
dengan UL Mo, 12 Tahun 2008, kewenangan ity dialihkan
ke ME. Dasar pengalihannya adalah karena di dalam UU
Mo, 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemila disebutkan
bahwa pemilihan umum kepala daerah itu adalabh pemilo
sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, Oleh karena
Pemilukada dimasukkan ke dalam rezim pemilu maka dengan
sendirinya senghketa-senghetanya pun dianggap topat kalau
dipindahkan menjadi wewenang MK sosuai dengan ketentuan
Pasal 24C TILITY 1945

1) Thuid.
2 il

16 Jaionl Heesllindl, ve &y, Ao 3, Muvsoibr .:':;::

Kedepan perlu adanya perluasan Kewenangan ME,
untuk memotus corslifubionad question dan constitulional
conplaprt ' Copstibutional gueshion adalah mekenisme review
atau penpujian suatu aturan hukum yang diajukan oleh
hakim yvang sedang mengdili suatu perkara, dan dalam proses
peradilan itu muncul perlanyaan lentang konstitusionalitas
ketentuan aluran hukum yang akan digunkan dalam menilai
dan mengambil putusan Selama belum ada pulusan
konstitusional lidaknya undang-undang itu, hakim harus
menghentikan perkaranya terlebih dahulo. Dalam talara
praktik, hal ini pernah dan sudah dijalankan oleh ME,
meskipun vang mengajukan constibulional guesiion adalah
warga yang hak-hak konstitusionalnya di langgar, jadi
bukan hakim vang sedang menangani perkara. Constitutional
copplaint adalah pengajuan perkara ke MK alas pelanggaran
hak konstitusional yang tdak tersedia lagi atasnya jalur
penvelesaian hukum {peradilan).”

b. MPR, DPD, dan Peran DPR

Drari semua rangkaian amandermen ik, legislatil iermasuk
lembaga negara yang paling banyak mengalami perubahan.
Perubahan itu tidak hanya menvangkut kewenangan tetapi
adanyva penataan ulang dari sistem unikameral dengan
supremasi MPR menuju sistem bikameral. Keberadaan MPR
masih tetap dipertahankan tetapi hanya sebatas joini-session
anlara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan DPE

Mengingat kedudukan MPE sudah mengalami perubahan
mendasar denpan amandemen UUD 1945, vaitu tidak lagi
mempunyai kewenangan membuat produk hukum sepert

B Adph, Mahiuwd MR dkk, Coesfilasiomd Questicn, Allermatf Bose Peecerian
Fradilmm Femstiusnnnd, Malaog: Universias Brawijova (UB Pres), 20000, hlm, 66
iy thui, Iilen 67

B i, hlm 2

o Zaldi Isry, Maskah persiapon wntuk Juroal DSIS1A Undversilas Bslam Indonesza
(UL Yopyakarta, BEdisi 48, Tahun 2003
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sebelumnya, maka ke depan menurut Jimly™ peraturan lala
tertib MPE tidak diperlukan lagi, karena bukan lagi lembaga
yang akan menjalankan lugas bersifat rutin dan terus menerus.
Termasuk tidak diperlukan lagi alat-alat perlengkapan, dan
untuk Sekretarial Jenderal divangkap saja dengan Sekretariat
Jenderal DPD.

Lahirnyva lembaga DPD cukup memberi angin segar
terhadap iklim legislasi. Pertarungan gagasan dalam
gelanggang legislasi nasional akan semakin menarik
untuk ditkub, Meskipun dari segi wewenangnya terkesan
“dianaklirikan”, karena hanya terbatas “dapal mengajukan
dan ikut membahas EUU tertendu berkaitan dengan otonomi
dacral (Fasal 220 LIUDY), Dengan terbatasnya kewenangan
vang dimiliki DPD, sulit dibantah bahwa keberadaan
lembaga negara ind lebih merupakan sub-ordinasi dari DPR,
Keterbatasan itu memberi makna, gapasan menciptakan dua
kamar dengan kekuatan berimbang untuk mengakomodasi
kepentingan dacrah dalam menciptakan keadilan distribusi
kekuasaan gagal karena perubahan UUD 1943 yang bias
kepenlinpan DPR. Kegagalan ini akan berdampak pada
melemahnya artikulasi politik daerah pada setap proses
pembuatan keputusan di tingkat nasional. Dengan demikian
sulit membantah sinyalemen bahwa keberadaan DPD hanya
sebagai pelengkap dalam sisterm perwakilan, Padahal,
dalam sistern bikameral, semestinya masing-masing kamar
diberikan kewenangan yang relatif berimbang dalam rangka
menciptakan mekanisme checks and balances.” Kemunculan
DPD vang akan memlasilitasi berbapgai perspektf kedacrahan
vang berpulir seiring dengan keinginan masvarakat di
daerah untuk terlibat dalam penentuan kebijakan nasional,'®

o Jomly Asshiddigie Konstitest den Konstilusionalsne Indonesia, (Jakarta; Sinar
Grafika, 20100, him. 275,

o Baldi Isra, Op.Cil.

# o Jobhn Fieris, dan Arvanihi Barameli Pule, Oseoan Pereoebifin Deaerade B8 Shead,
Areafigis, Kretdk daie Solest Knjion Hekrr den Palitk, {Jakarta; Pelangi Cendikia, 200a)
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lerancam pagal, Maka tidak heran kalaw ada keinginan untuk
melakokon amandemen lanjulan terkail dengan penguatan
kewenanpan DI,

Perubahan radikal terhadap ketentuan Pasal 5 avat (1)
bahwa "Presiden memepang kekuasaan membentuk undang-
undang dengan persetujuan DPR”, menjadi “ Presiden berhak
mengajukan rancangan kepada DPR” telah mengurangi secara
signifikan kekuasaan Presiden dalam membuat undang-
undang. Perubahan ini penling artinya karena undang-
undang adalah produk hukum yang paling dominan uniuk
menerjemahkan rumusan-rumusan normatil yvang terdapat
dalam UUD 1945, Perubahan Pasal 5 ayat (1} diitkoh dengan
perubahan Pasal 20 UUD 1945, Dengan demikian DPE kini
menjadi pemegang kekuasaan membentuk UU, sehingpa
sebagai lembapga perwakilan rakyat (DPR) menjadi lebih
berdaya. Berbeda 180 derajat dengan masa Orde Baro atau
Orde Lama, pada era reformasi ini, dan hanya dalam wakin
sekitar tujub hun, sudah lerdapat lebih dari 20 UL yang
lahir berdasarkan hak inisiatif DPR. Pada zaman Orde Lama
vang berlangsung & tahun dan pada masa orde Baru vang
berlanpsung 32 tahun tak satu pun lahir ULT yang berasal
dari hak inisiatif DPR. Dalam praktik politik pun, Presiden
sekarang fidak lagi dapat berbual sewenang-wenang seperti
clulu™

Pada masa Orde Baru, hukum dalam arti undang-undang
bersifat elitis, bersumber dari lembaga eksckulif yang secara
politik dipaksakan apar menjadi hukum. Pada waktu ito,
peran DPE maupun Parpol hampir tidak ada di dalam proses
pembuatan hukom. Artinya, lebih bersifat formalistis. Hukum
selalu disiapkan di istana kepresidenan, kemudian dibahas
zei bahasa dan tata tulisnya oleh DPR, tanpa ada perubahan
vang substantif, Selain bersifal clitis, pada masa lalu juga

s, 147,
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tercatat bahwa hukum kita bersifat positivistik-instrumen-
talistik, Artinya, banyak yang dijadikan alat pembenar atas
kehendak penguasa, baik yang terlanjur dilakukan maopun
vang akan dilakukan. Dengan watak seperti ini, sering kali
hukum atau undang-undang menjadi alat untuk membenar-
kan kebijakan vanp sebenarnya salah atau ddak baik

Tapi memang dari sepi kinerja angpota DPR masih harus
ditingkatkan sclain dari segi moral, kejujuran dan memihak
pada rakyat, Termasuk proses fit and proper fest di DPR
bagi calon pejabak-pejabat negara yang semula menjadi hak
prerogafil Presiden. Proses ini banyak menimbulkan dampak
negalifnya dari pada positifnya. Karena di situlah kemudian
terjadi transaksi, schingga hanya calon yvang bisa “melayani”
keinginan dewan yang bisa menjadi pebajat nepara, bukan
dari kemampuan dan kompetensinya. Karena terjadi ransaksi,
lentu kinerja pejabat negara itu past tergangeu Tentu masih
dalam ingatan kila kasus Miranda Gultom vang menjadi
Gubernur Senior Bl vang akhirnya menyeret beberapa
anggota DP'R dalam persoalan hukum. Dikhawalirkan oleh
beberapa kalangan termasuk calon hakim apung, jangan-
jangan dalam fit and proper fest nant akan kental dengan
nuansa “tranksasinva"” (tapi semoga tidak terjadi bransaksi).
Meskipun hal itw bukan terkait konstitusi, artinya bukan
amanal konstitusi tetapi terkait dengan isi undang-undang,
LU hanya menyebut bahwa pejabat negara it dianggkat
tleh presiden dengan mendapatkan persetujuan atau
pertimbangan DFPR, Semula ketentuan ini dimaksudkan
untuk menghapus kebiasaan Orde Baru vang seringlkali
memben jabatan kepada sescorang karena peretimbangan
politik semata @

o Mol Mabfud MO, Kepstitve,., JpoCil, him 157,
2 hid, hlm 172

¢, Kekuvasan Kehakiman

Sejalan dengan perubahan i bidang kekuasaan
kehakiman dibentuk Komisi Pemberanlasan Korupsi (KPK)
sebagai lembaga alternatil untuk menerobos kesulilan-
kesulitan pemberantasan korupsi di pengadilan konvensional,
Indoncsia membentuk KPK dengan pengadilan tersendird,
vaitu Pengadilan Tipikor yang diberi tugas khusus menangani
soal-soal korupsi vang dilakukan oleh penyelenggara nepara
dengan nilai korupsi satu miliar ke atas danfatac dengan
kasus vang menarik perhatian masyarakal. Sejalan dengan itu
pula dibentuk Komisi Yudisial [(RY) dengan fungsi mengawasi
perilaku para hakim, Karena pada masa lalu banyak mafia
peradilan (fudicid corvuption] maka sekavang dibentuk KY
sebagal lembaga negara yang pengaturannya masuk di
dalam UUD, yvang tugasnya menyeleksi dan mengusulkan
calon hakim agung, serta mengawasi perilaku hakim untuk
menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.#

d. Pemberhentian Presiden danfatau Wakil Presiden

Dapat juga dicatat bahwa berdasarkan ULD hasil
perubahan telah diatur kemungkinan menjatubkan presiden
dalam masa jabatannya melalui penilaian politik dan penilaian
hukum dengan alasan-alasan tertentu vang disebutkan di
dalam UUD. Pada masa lalu pemberhentian presiden dalam
masa jabatannya hanya didasarkan pada pertimbangan politik
vang diatur di dalam Tap MPE Nomaor [I1/ MPE /1978 dengan
alasan melangpar haluan negara yang penafsiran-nya sangat
luas. Mamun, pada saat ini presiden banya dapat dijatuhkan
(melalui fmpescheent) dengan alasan-alasan terfento yang
harus dibuktikan lebih dulu secara hukum (melalui forum
previlegiatunt). Di sini, memenangkan suara dalam demokrasi
dipadukan (bahkan diuji) dengan substansi dan prosedur
hukum berdasar nomokrasi.

N, b 1e

20 Jesmel KoaslEar, vai o1 tio. 3, Wovemoer 2001

Iermal Keniflimil, val 18 fin 2 Mineeomber 2043 s ]



Mcekanisme jmpeachiment di Indonesia harus melalhu
tga tahap pada tiga lembaga linggi negara yvang berbeda,
Tahapan pertama proses impeaciment adalah pada DPR. DPR
menjalankan fungsi pengawasannya memiliki kewenangan
mengawasi jalannya pemerintahan bilamana dalam
pelaksanaan fugas dan kewenangan tersebut DPR menemukan
bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan
pelangyaran vang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, maka
DPE setelah sesuai dengan ketentuan prosedur internalnya
maengajukan tuntutan owpeachment kepada ME. Tahapan
kedua proses impeachment berada ditangan ME. Sesuai dengan
ketentuan Pasal 7B ayat 4, ME wajib memeriksa, menpadili,
dan memutus pendapat DFPR tersebuk Kedudukan DPR dalam
persidangan MK scbhagai pihak pemohon, karena DPR-lah
vang memiliki inisiatif dan berpendapat presiden dan/atau
wakil presiden telah melakukan pelanggaran. Setelah MK
memberi putusan atas pendapat DPR dan isi putusan ME
membenarkan pendapat DPR, maka tahap ketiga proses
impenchment berada di MPR.

Proses pengambilan keputusan MPR atas usul
pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dilakukan
tdengan mengambil suara terbanyak dalam rapat paripurna.
Rapal paripurnan MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya
4 dari seluruh angpota MPR dan hanva dapat dilakukan
jika sekurang-kurangnva 243 dari vang hadir setuju presiden
diberhentikan,™ Kedepan akan timbul persoalan, jika ternvata
putusan MPR tidak sejalan dengan pulusan ME, terkait
pemberhentian Presiden danfatau Wakil Presiden. Dalam
situasi seperti inilah DD punya peran sangat penting, dalam
mendukung/ Bdak mendukung putusan M

2 Winame Yudbe, dkk, Mebariaee Sepeedirest & Hbow Ao Mahdied
Fmestitesi, her Fopclition ME, (Jubaartie MREL 205), blo. &1-632

e, Hak Asasi Manusia (HAM)

Fak kalah penting dari semua ita, ULD 1945 hasil
amandemen sudah memuat masalah-masalah Hak Asasi
Wanusia (HAM) secara rinci sehingga pelaksanaannya hdak
lapi dijadikan residu kekuasaan melainkan kekuasaanlah
vang menjadi residu HAM. Berdasarkan ULUD 1945 yang
ashi, masaloh TTAM diabur secara sumir yang: peraksanaannya
diatribusikan kepada lembaga legislalil vang kemudian
berdasarkan UL ternyata TTAM dijadikan resichu kekuasaan
dan bukan kekuasaan yang menjadi residu HAM. [tulah
sebabnya, baik di zarnan Orde Lama maupun di zaman
Orde Bary, selalu terjadi pelangparan HAM dan kekerasan-
kekerasan poelitik yang diberi wadah UL

Setelah Perubahan UUD 1945 ketentuan mengenai hak
asasi manusia dan hak-hak warga negara dalam UL 1945
telah mengalami perubahan yvang sangat mendasar® Materi
vang semula hanva berisi tujuh bulir ketentuan vang juga
tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai jaminan hak asasi
manusia, sekarang telah bertambal secara sangat signifikan,
sehingga perumusannya menjadi sangal lengkap dan
menjacdikan LIUD 1245 merupakan salah satu undang-undang
dasar yang paling lenpkap memuat perlindungan terhadap
hak asasi manusia.

Dengan disshkannya perubahan Kedua UUD 1945
pada tahun 2000, dan apabila materinya digabung dengan
berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang
berkenaan dengan hak asasi manusia,® maka keseluruhan
norma hukum mengenai hak asasi manusia itu dapat
dikelompokan dalam empat kelompok vang berisi 37 butir

=+ jiimi:,'. clulam Jaziem Flamicli (ed}, Gireee Mimd f]1|r.'|mr|r1'!5'_ Tenrm dan Folikk
Hukune Talvaegird, {Jogyakada: Total Media, 2008), hlm. 254-258.
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Wallenberg Tnstitul dan Pusal Sted: HAM & Denokeogi Universilas Masional,
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kelentuan ™ kelompok perlama menyvangkul hak-lak sipil,
kedua hak-hak politik, ckonomi, sosial, dan budaya, kebiga
kelompok hak-hak khusus dan hak alas pembangunan,
keempal kelompok vang mengatur mengenal nggungjawalb
negara dan kewajiban asasi manusia. Hak-hak itu ada
yvang berlaku bapi sctiap crang vang tinggal di wilayah
Republik Indonesia dan ada yang hanya berlako bagi Warga
MNegara Indonesia, Dengan demikian pelanggaran HAM dan
kekerasan-kekerasan politik vang dibert wadab UL sekarang
ini tidak dapal lagi dilakukan dengan mudah. Nyvalanya pada
saat ini kasus baru tentang pelanggaran THHAM vang masif
sudah jaub berkurang, masalah yvang sckarang ada tentang
ini adalah sisa-sisa kasus peninggalan masa lala,

I1I. PENUTUP

1.1. Simpulan

LILITY 1945 hasil amandemen sudah lebih baik daripada
UL 1945 sebelumnya, dari konstitusi baru tersebut lelah
melahirkan latanan hukum ketalanegaraan yang relative lebih
maju, Mamun Hdak dapat dipungkiri, sebagai produk manusia
LILTD 1945 Hdak dapat sempurina dan kavenanya bdak mampu
menampung setiap perubahan masyarakat yang cepat,
sihingpa masih ditemukan kekurangan di berbagai aspek.

1.2, Saran

Perluma, ‘menjaga’ setiap rancangan undang-undang
apar tidak mengebiri hasil amandemen UUD 1945 melalui
peningkatan pemabaman konstitusi dan peraturan perendang-
undangan bagi anggota legislative, dan Eadua, perubahan
konstitusi masih diperlukan untuk menampung perubahan
dinamika ketataneparaan yang belum tertampung dalam
semangal reformasi konstitusi 19992002,

A azioy Hamidi, Opocit, hlm, 284
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